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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim,  

$VVDODPPX·DODLNXP�ZU��ZE� 

 

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur kepada Allah 

SWT karena atas ridho dan rahmat-Nya kita semua diberikan 

nikmat sehat dalam menjalankan segenap aktifitas keseharian. Tak 

lupa Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan  kepada 

Rasulullah SAW serta Sahabat dan Pengikutnya sampai Akhir 

jaman. Amin. 

 

Buku Ajar Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah 

wajib di Fakultas Hukum di Indonesia. Buku Hukum Tata Negara 

ini merupakan buku ajar yang dapat membantu mahasiswa dan 

pengiat hukum terutama hukum kenegaraan yang saat ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buku ajar ini 

diberikan judul Buku Ajar Hukum Tata Negara seiring dengan 

lahirnyanya Makamah Konstitusi sebagai lembaga Formil untuk 

mengawal Hukum Tata Negara Materil. Walaupun banyak yang 

berpendapat bahwa Hukum Tata Negara pada dasarnya 

mempelajari negara dalam keadaan diam, namun diamnya suatu 

negara bukan berarti tidak memberikan dampak dalam ilmu 

hukum itu sendiri. Dorongan tersebutlah yang membuat penulis 

membuat buku ajar. Besar harapan penulis sebagai dosen 

pengampu hukum tata negara dapat mendorong mahasiswa 

berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

setiap pertemuan perkuliahan dan dapat membuat karya yang 

bermanfaat bagi pengembagan ilmu. 

 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan 

dalam penulisan, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ajar 

Hukum Tata Negara  ini bisa diselesaikan. Atas kritik dan pendapat 

dari semua pihak yang telah diberikan sehingga buku ini bisa terus 

disempurnakan, Penulis mengucapkan terima kasih. Demikian 
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sepatah kata ini disampaikan, besar harapan penulis semoga buku 

ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

 

Bilahittaufik wal Hidayah, 

:DVDODPPX·DODLNXP�:U�:E� 

 

 

Cirebon, Februari 2023 

Hormat  

 

 

Penulis 
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A. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara 

Berbicara mengenai istilah dan pengertian dapat 

dikatakan sangat pelik. Namun, hal tersebut perlu diungkapkan 

sebab terkait erat dengan ruang lingkup kajian Hukum Tata 

Negara. Selain itu, memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang lebih berpariatif tentang istilah dan pengertian. 

1. Istilah Hukum Tata Negara 

Istilah Hukum Tata Negara dalam Bahasa Perancis 

adalah Droit Constitutionnelle, dalam Bahasa Inggris disebut 

Constitutional Law, dan dalam Bahasa Belanda dan Jerman, 

hukum tata negara disebut Staatsrecht. Tetapi, dalam Bahasa 

Jerman dipakai istilah verfassungsrecht (Hukum Tata Negara) 

sebagai lawan  verwaltungsrecht (Hukum Administrasi 

Negara). Bahasa Belanda, perkataan Hukum Tata Negara 

biasa dipergunakan istilah staatsrecht atau hukum negara 

(state law). Istilah staatsrecht menandung 2 (dua) pengertian, 

yaitu:1  

a. Staatsrecht in ruime zin (arti luas); dan 

b. Staatsrecht in engere zin (dalam arti sempit).  

  

 
1  Lihat Openheimar dalam H.F. Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Dari Orla, Orba Sampai Reformasi Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis 

Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, (Rajawali Perss: Jakarta:2005), hlm 2. 

PENDAHULUAN 
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A. Istilah Ilmu dan Sumber Hukum 

1. Istilah Ilmu Hukum 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa secara 

etimologis kata legal dalam Bahasa Inggris yang berakar dari 

kata lex. Dalam Bahasa Inggris kata law mmempunyai dua 

pengertian: 

a. Merupakan preskripsi mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan dalam mencapa keadilan yang kemudian 

menjelma ke dalam Bahasa Latin disebut ius, Perancis 

Droit, Belanda recht, Jerman Recht,  dan dalam Bahasa 

Indonesia disebut hukum; 

b. Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk 

menciptakan ketertiban masyarakat yang dalam Bahasa 

Latin disebut lex, Perancis loi, Belanda wet, Jerman gesetz, 

dan dalam Bahasa Indonesia disebut undang-undang.40  

Sedangkan pengertian ilmu hukum menurut Curzon 

adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan 

membicarakan segala hal yang berhubungan dengan 

hukum. 41  Pendapat yang lain dikemukakan oleh Hans 

Kelsen42 yang menyatakan bahwa hukum adalah tata aturan 

 
40  Lihat dan bandingkan Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum, ed. I, cet.1 (Prenada 

Media, Jakarta:2005), hlm. 18   
41  LB Curzon, Jurisprudence (Estove, M & E Handbooks:1979), hlm 24. 
42  Hans Kelsen adalahseorang yang dilahirkan dari kelas menengah Yahudi 

berbahasa Jerman di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881 Teori umum tentang 

SUMBER HUKUM DAN SUMBER 

 HUKUM TATA NEGARA 
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A. Istilah Konstitusi dan Konstitualisme 

1. Istilah Konstitusi 

Konstitusi sudah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno, 

dalam masyarakat Yunani dikatakan bahwa politea diartikan 

sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai 

undang-undang. Sehingga kedudukan konstitusi lebih tinggi 

daripada undang-undang. 110  Istilah konstitusi berasal dari 

Bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. 

Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai 

pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan 

suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar 

merupakan terjemahan istilah dari Bahasa Belanda (Gronwet). 

Perkataan wet diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 

menjadi undang-undang, sedangkan grond yang berarti 

tanah. Di negara-negara yang menggunakan istilah Bahasa 

Inggris, dipakai istilah constitution yang dalam Bahasa 

Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam 

praktik lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. 

Bagi sarjana ilmu politik istilah constitution lebih luas, yaitu 

keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana cara 

 
110  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 3HQJDQWDU«� Op. Cit, hlm 62. Lihat juga 

Titik Triwulan Tutik, +XNXP«��Op. Cit, hlm 43. lebih jelas lihat C.F. Strong, 

Konstitusi.., Op. Cit, hlm 15-15. 

KONSTITUSI 
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A. Pembentukan Bangsa Menegara 

Dinamika sejarah ketatanegaraan Indonesia itu sendiri 

mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika revolusi 

Indonesia. Adalah hal yang sangat penting dalam 

pembentukkan karakter katatanegaraan saat ini. Dinamika 

Ketatanegaraan tersebut sebagai bagian dari Ilmu Hukum Tata 

Negara, adalah suatu ilmu untuk mempermudah mempelajari 

hukum tata negara Indonesia itu sendiri155.  

1. Bangsa Nusantara 

Sejarah mencatat bahwa yang pertama menentang 

penjajahan dengan menggerakan masyarakatnya (baik 

dengan cara mengangkat senjata maupun dengan jalur 

diplomatis) adalah Sultan Agung Anyorokusumo (1591-

1645)156 . Untung Suropati, Sultan Hassanudin (1631-1670), 

Sultan Ageng Tirtayasa (1631-1683), Sultan Muhmud 

Badarudin II (1767-1852), Sultan Thoha Saifuddin (1816-

1904)157. Para ulama yang terlibat yang ikut serta melawan 

Belanda adalah Tuanku Imam Bonjol (1772-1864), Pangeran 

Dipenegoro (1785-1855), Pangeran Antasari (1797-1862), 

Kapitan Patimura (1783-1817) dan Martha Kristina Tiahohu 

 
155  Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cet-2 (PT Bina Aksara, 

Jakarta: 1984), hlm, 1 
156  Inu Kencana Syafeei, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet-2 (PT. Dunia 

Pustaka Jaya, Jakarta: 1996), hlm, 42 
157   Inu Kencana Syafeei, 3HQJDQWDU«�� Ibid, hlm, 42. 

DINAMIKA 

KETATANEGARAAN 

INDONESIA 
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A. Kekuasaan Versus Kedaulatan 

1. Kekuasaan Negara 

Sebelum mengetahui apakah yang dimaksud dengan 

kekuasaan maka ada lebih baiknya membicarakan apakah 

yang dimaksud dengan kedaulatan. Untuk menetapakan 

apakah yang dimaksud dengan kedaulatan atau sovereignty, 

pengarang lama seperti Jeans Bodin  menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan kedaulatan adalah summa in cives ac 

subditos legibusque soluta potestas (kekuasaan yang mengatasi 

warga negara dan anak buah, malahan diatas undang-

undang), maka menurutnya kedaulatan itu mempunyai tiga 

syarat: 

a. Bulat maksudnya kekuasaan tidak boleh dipecah-pecah 

sehingga dalam suatu negara hanya ada kekuasaan 

tertinggi; 

a. Asli, karena kekausaan tertingi itu taklah dilahirkan dari 

kekuasaan yang lebih tinggi lagi; 

b. Sempurna, tidak terbatas, karena tak adalah kekuasaan 

yang lebih tinggi dapat membatasinya.199 

  

 
199  Mohammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet-6, Ghalia 

Indonesia, (Jakarta: 1982), hlm, 57-58. 

KEKUASAN NEGARA 
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A. Lemba-Lembaga Negara 

Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia 

juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. 

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-

lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak 

orang yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan 

kelembagaan. Karena itu, untuk melengkapi informasi 

mengenai soal, beberapa di antara lembaga-lembaga atau 

komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan di bawah 

ini dan dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Lembaga Tinggi Negara yang bersifat independen, yaitu: 

a. Presiden dan Wakil Presiden233; 

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)234; 

e. Mahkamah Agung (MA); 

 
233  Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan konstitusional dalam satu 

kesatuan institusi. Secara hukum, keduanya adalah satu kesatuan institusi, yaitu 

satu lembaga kepresidenan. 
234  Meskipun kedudukan MPR adalah sebagai salah satu lembaga tinggi negara 

yang tersendiri, tetapi kedudukan protokoler pimpinannya tergantung apakah 

pimpinannya dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD atau bersifat tersendiri. 

Jika kepemimpinan MPR seperti yang ada sekarang, maka kedudukan 

protokoler ketua/ pimpinan lembaga tinggi negara terdiri atas 8 orang, yaitu 

Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua 

MK, dan Ketua BPK.  

LEMBAGA NEGARA 
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A. Hak Asasi Manusia dan Hak Kewarganegaraan Indonesia 

1. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia 

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan 

terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu: menseelijke ground 

rechter dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai human right 

atau fundamental rights, sedangkan istilah Perancis-nya des 

droits de l,homme. Menurut Victor Conde di dalam A Handbook 

of International Human Right Terminologi menjelaskan 

bahwa:´7KHUH�LV�QR�XQLYHUVDO�DFFHSWHG�DQG�DXWKRULWDWLYH�RI�KXPDQ�

right. Many define it as a legal enforceable claim or entitlement that 

is held by an individual human being vis-a-vis the state government 

for the protection of the inherent human dignity of the inherent 

KXPDQ�GLJQLW\�RI�WKH�KXPDQ�EHLQJ�������µ�FRQGH����������276. 

Pengertian HAM menurut salah satu dokumen yang 

diterbitkan oleh PBB yaitu : Human rights could be generally 

defined as those right which are inherent in our nature and without 

ZKLFK�ZH�FDQQRW� OLYH�DV�KXPDQ�EHLQJV�µ�XQLWHG�QDWLRQ�������277. 

Terminologi HAM Secara filosofis adalah hak yang dimiliki 

oleh seseorang tak lain karena sebagai manusia.278 Meriam 

Budiarjo mengatakan HAM adalah hak yang harus dimiliki 

 
276  Lihat H.A. Prayitno dkk, Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

(KADEHAM), Universitas Trisakti, (Jakarta: 2001),  hlm, 121.  
277  H.A. Prayitno dkk, 3HQGLGLNDQ«��Ibid, hlm, 121. 
278  Jurnal Hak Asasi Manusia, Apakah Hak Asasi Manusia itu oleh jock Lonnelly, 

hlm 1,Depatemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2006. 

HAK ASASI MANUSIA 
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A. Partai Politik 

1. Partai dan Demokrasi 

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan 

(role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. 

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis 

antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. 

Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah 

yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan 

oleh Schattscheider (1942), ´3ROLWLFDO�SDUWLHV�FUHDWHG�GHPRFUDF\µ��

Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat 

penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree 

of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang 

demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, 

´Modern democracy is unthinkable save in terms of the partiesµ��

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan 

skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di 

antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya 

tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite 

\DQJ� EHUNXDVD� DWDX� EHUQLDW� PHPXDVNDQ� ¶QDIVX� ELUDKL·�

kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi 

sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung 

yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah 

dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-

kebijakan publik tertentu ¶DW�WKH�H[SHQVH�RI�WKH�JHQHUDO�ZLOO· atau 

kepentingan umum.  

PARTAI POLITIK DAN  

PEMILIHAN UMUM 
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